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ABSTRAK 

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR  

PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA  

MEDAN PERIODE 2021-2024 

 
 

Ridho Nanda Putra 

Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

ridhonandaputra11@gmail.com 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tingkat 

efektifitas dan kontribusi, pendapatan pajak reklame dan pajak parkir pada badan 

pendapatan daerah kota Medan periode 2021-2024. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode kuantitatif menggunakan data data skunder yang di peroleh dari perusahaan 

. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan data 

pendukung dari perusahaan, Teknik analisis data yang digunakan dengan 

melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis 

data, untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori 

untuk mendukung masalah. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan Tingkat efektivitas pajak reklame di Kota 

Medan mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 dan 

2022, pajak reklame sangat efektif, namun kemudian menurun menjadi cukup 

efektif pada tahun 2023 dan kurang efektif pada tahun 2024. Tingkat efektivitas 

pajak parkir mengalami tren positif dari tahun 2021 hingga 2023, Pada tahun 2024, 

efektivitas pajak parkir menurun drastis menjadi 37,22%, sehingga membuatnya 

tergolong tidak efektif. Kontribusi pajak reklame dan pajak parkir pada PAD Kota 

Medan sangat kurang, dengan rata-rata kontribusi di bawah 10% dalam kurun 

waktu 2021-2024 

 

 

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Parkir  
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF ADVERTISEMENT TAX AND PARKING TAX REVENUE 

AT THE MEDAN CITY REGIONAL REVENUE AGENCY FOR THE 2021-

2024 PERIODE 
 

Ridho Nanda Putra 

Accounting Study Program 

Faculty of Economics and Business 

University of Muhammadiyah North Sumatra 

ridhonandaputra11@gmail.com 

 
his research aims to analyze and determine the effectiveness and 

contribution levels of advertisement tax and parking tax revenue at the Medan City 

Regional Revenue Agency for the 2021-2024 period. This study uses a quantitative 

method with secondary data obtained from the company. The data collection 

techniques include documentation and supporting data from the company, while the 

data analysis technique involves conducting a survey at the research site to gather 

data and analyze it to draw conclusions and compare the issue with theories to 

support the problem. 

 The research findings show that  The effectiveness of advertisement tax in 

Medan City decreased from 2021 to 2024. It was highly effective in 2021 and 2022, 

but then declined to moderately effective in 2023 and less effective in 2024. The 

effectiveness of parking tax showed a positive trend from 2021 to 2023. However, 

in 2024, it drastically dropped to 37.22%, rendering it ineffective. The contribution 

of advertisement tax and parking tax to Medan City's Original Revenue (PAD) is 

significantly low, averaging below 10% over the 2021-2024 period. 

 

 

Keywords: Advertisement Tax Revenue, Parking Tax. 
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BAB 1   

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang   

 Indonesia merupakan negara yang pajak menjadi sumber pendapatan utama 

bagi negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan memajukan 

pembangunan. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh semua wajib pajak 

dan dikelola oleh negara bagian atau teritori. Hal ini diatur secara jelas dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Republik Indonesia Tahun 2007. Pajak adalah 

pungutan wajib kepada pemerintah yang dibebankan kepada individu atau 

perusahaan.Hal ini bersifat wajib dan digunakan untuk kepentingan pemerintah 

guna menjamin kemakmuran rakyat secara maksimal. Tanpa pajak, pembangunan 

negara dan daerah tidak akan berjalan lancar dikarenakan banyak kegiatan negara  

dan daerah sangat bergantung pada penerimaan yang berasal dari pajak. 

Kebijakan otonomi daerah secara efektif dilaksanakan menimbulkan 

banyaknya pro dan kontra di masyarakat, namun pemerintah daerah memiliki 

sumber daya alam yang banyak sehingga sangat antusias dalam menanggapi 

peraturan otonomi daerah. Akan tetapi yang kurang memiliki sumber daya alam 

memiliki kekhawatiran karena pemerintah pusat selalu mendanai pemerintah 

daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus lebih diperhatikan oleh pemerintah 

daerah agar secara maksimal dapat meningkatkan pembangunan daerahnya. 

Diperlukan strategi yang baik untuk dapat menunjang pembangunan daerah                                                                 

diantaranya menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya. 
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Pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi 

atau badan pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung. Pembagian atas 

daerah besar dan kecil di Indonesia dibagi berdasarkan bentuk dan susunan 

pemerintahannya yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan mengingat adanya 

dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak maupun asal-

usul di daerah yang bersifat istimewa, sesuai Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh 

seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran di setiap 

daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan 

daerahnya. Disisi lain, pemerintah sebagai pengatur pengembangan konsep 

otonomi daerah, berperan sebagai penanggung jawab agar konsep otonomi daerah 

dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, membawa paradigma 

baru dalam pengelolaan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk 

mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah 

atau dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk 

mencapai perencanaan yang diharapkan. Dimana otonomi daerah memiliki peran 

sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan 

potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. 

 (Reny Rinawati. 2011) dalam (Desty octaviani, 2018) Sehingga untuk 

melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasikan sektor-

sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama 
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melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana 

kemampuan daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat 

dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi. 

Berdasarkan Perda kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang pajak parkir. 

Pasal 3 ayat 1 Menyatakan bahwa pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. 

Penulis melakukan riset pada instansi pemerintah pada badan pendapatan 

daerah kota Medan ( BAPENDA kota Medan ) di dalam instansi tersebut menaungi 

beberapa jenis pajak daerah yaitu: pajak reklame, pajak parkir, pajak air bawah 

tanah, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pbb, dan bphtp, penulis penulis 

berfokus pada pajak reklame dan pajak parkir 

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor 

yang diukur dengan satuan Rupiah 

Dikota Medan pemungutan pajak parkir masih belum berjalan baik, 

pemerintah daerah perlu pengawasan dalam penerimaan pajak parkir dan 

penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) agar bisa memperluas potensi-potensi pajak 

parkir baru yang dapat menjadi sumber PAD. 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah 

benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk 

tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk 
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menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat 

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum yang diukur 

dengan satuan Rupiah. 

Pajak reklame merupakan pajak yang di kenakan/bebankan kepada wajib 

pajak (wp) atas reklame yang di pasang wp untuk memperkenalkan/mempromosik

an barang, jasa, atau badan yang dapat di lihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan 

dinikmati oleh umum   

Pajak reklame cukup potensial dalam menyumbang Pendapatan Asli 

Daerah. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak reklame maka perlu dilakukan 

perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat. Pelayanan efektif yang 

diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib 

pajak dalam membayar pajak guna meningkatkan pembangunan daerah. 

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan daerah kota Medan diperoleh data 

penerimaan realisasi serta target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak reklame 

dan pajak parkir Kota Medan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. 

Tabel 1.1  

Pencapaian Realisasi Target Penerimaan Pajak Reklame Kota Medan  

Tahun 2021-2024 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel I.1 fenomena yang terlihat 

bahwa realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2021 mencapai 112.78% dari 

target yang di tetapkan oleh pemerintah kota Medan, pada tahun 2022 target yang 

di tetapkan pemerintah kota Medan mengalami kenaikan dari tahun 2021, realisassi 

Tahun  

Target   

Penerimaan Pajak 

Reklame (RP) 

Realisasi 

 Penerimaan Pajak 

Reklame (RP)   

% 

2021 40.159.473.128 45.290.634.863 112.78% 

2022 76.858.814.538 77.633.894.478 101.01% 

2023 109.535.336.455 90.981.956.972 83.1% 

2024 141.358.814.538 100.826.998.995 71.32% 
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penerimaan pajak reklame pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup 

signifikat dari tahun 2021, dan realisasi pada tahun 2022 memcapai 101.01% 

meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 112.78%, masih tergolong 

baik, pada tahun 2023 realisai mengalami kenaikan namun tidak mencapai target 

yang di tetapkan oleh pemerintah kota Medan, di tahun 2023 realisasi pajak reklame 

hanya 83.1% dari target yang ditetapkan, ini menunjukkan penurunan yang sangat 

signiufikat disbanding dengan dua tahun sebelumnya, dan pada tahun 2024 realisasi 

pajak reklame mengalami penurunan lebih tajam lagi menjadi 71.32%, target cukup 

tinggi namun realisasi tidak bisa mengimbangi kenaikan tersebut,  

menurut Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa “organisasi dapat dikatakan 

efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang telah 

ditetapkan”. Dan menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa “efektivitas 

merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus 

dicapai”. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran 

akhir kebijakan (speding wisely).  

Tabel 1.2 

Pencapaian Realisasi Target Penerimaan Parkir Kota Medan  

Tahun 2021-2024 

Tahun  

Target   

Penerimaan Pajak 

Parkir (RP) 

Realisasi 

Penerimaan Pajak 

Parkir  (RP)   

Persentase% 

2021 30.375.188.357 14.703.493.625 48.41% 

2022 40.500.000.000 28.112.818.069 64.41% 

2023 45.500.000.000 31.723.902.140 69.7% 

2024 50.500.000.000 18.800.454.021 37.23% 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel I.2 fenomena yang terlihat 

bahwa realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2021 sampai 2024 realisasi 

pajak parkir tidak mencapai 100% dari target yang di tetapkan pemerintah kota 

Medan, pada tahun 2021 realisai pada pajak parkir hanya 48.41% dari target pada 
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tahun tersebut, pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnnya 

menjadi 64.41% menunjukkan perbaikan kinerja di lapangan, namun tidak 

mencapai target yang di tetapkan oleh pemerintah kota Medan pada tahun 2022, 

pada tahun 2023 realisai mengalami kenaikan kembali menjadi 69.7% namun masih 

belum mencapai target yang di tetapkan pada tahun tersebut,  pada tahun 2024 

realisasi pajak parkir mengalami penurunan yang sangat tajam dari dari 2 tahun 

sebelumnya menjadi 37.23% dari target, meskipun target terus meningkat dari 

tahun ke tahun, namun realisai pajak parkir tidak bias mengimbangi target yang di 

tetapkan oleh pemerintah kota Medan, bahkan pada tahun 2024 menjadi tahun 

dengan realisai terendah secara persentase  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk menuangkan karya ilmiah kedalam penelitian dalam bentuk skripsi 

dengan judul “ ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK 

PARKIR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN 

PERIODE 2021-2024 ”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

 Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Realisasi penerimaan pajak Reklame tahun 2021 dan 2022 meningkat 

dan mencapai target dan pada tahun 2023 dan 2024 realisasi 

penerimaan pajak reklame meningkat tetapi belum mencapai target  

yang di inginkan  

2. Realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2021 sampai 2023 

mengalami peningkatan dan tidak mencapai target yang diinginkan, 
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dan pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak parkir   mengalami 

penurunan dan tidak mencapai target yang di inginkan  

1.3 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti 

membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Parkir 

pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021- 2024? 

2. Bagaimana Kontribusi Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Parkir pada 

Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021-2024? 

1.4 Tujuan penelitian  

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan permasalahan yang telah 

dikemukakan diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Tingkat Evektivitas Pendapatan Pajak 

Reklame dan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan 

Periode 2021-2024 

2. Untuk menganalisis Tingkat Kontribusi Pendapatan Pajak Reklame dan 

Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021-

2024 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu mampu memberikan kontribusi 

dibidang akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi manajemen dan 

sektor publik dalam mengelolah data penerimaan pendapatan daerah untuk 
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meningkatkan jumlah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) setiap tahunnya. 

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini yaitu dapat menjadi masukan bagi pihak-

pihak yang bersangkutan dalam penelitian selanjutnya. 

3. Manfaat bagi kampus dari penelitian ini yaitu menjadi referensi bagi 

mahasiswa/i lainnya  
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BAB 2  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Landasan  Teori  

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Pajak menurut para ahli antara lain :    

 Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.. 

Wirawan B. Ilyas & Richard Burton (2013, hal. 6) menyatakan defenisi 

pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja adalah sebagai berikut : “Pajak 

adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang 

dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”  

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajip 

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
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pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan 

 (Mardiasmo, 2013). Dalam ( yun fitriano, 2021) Pajak adalah pungutan 

wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan 

masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk 

membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan 

masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk 

kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk 

mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, 

membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. 

Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-

undang. 

2.1.2. Fungsi Pajak 

  Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara berdasarkan Undang-

Undang sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi secara 

langsung yang dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Zulia Hanum (2010) dalam 

(Arkani.M. A. 2023) 

  Pajak memiliki peranpenting dalam menjalankan pemerintahan, 

khususnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena pajak adalah sumber 

pendapatan negara yang yang pasti dan pejak yang membiayai seluruh 

pengeluaran negara khususnya pada pembangunan negara, berdasarkan 

pengertian di atas pajak mempunya fungsi sebagai berikut : 
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a). Fungsi Penganggaran (Budgetair) 

Disini pajak berfungsi untuk membiayai segala jenis pengeluaran 

pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 

b) Fungsi Pengaturan (Regulerend)  

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan 

pajak. Dengan sistem pengaturan, pajak bisa digunakan sebagai alat dalam 

mencapai tujuan. Misalnya dalam tujuan melindungi produksi dalam negeri, 

pemerintah menaikkan bea masuk yang tinggi untuk produk dari luar negeri. 

c) Fungsi Stabilitas  

Melalui fungsi stabilitas, pemerintah memiliki cukup dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga mampu 

mengendalikan laju inflasi. Kebijakan ini dapat dilakukan pemerintah dengan cara 

mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan 

pajak yang efektif dan efisien. 

d) Fungsi Redistribusi Pendapatann 

Hasil pungutan pajak yang didapat akan dialokasikan untuk pembangunan 

negara secara merata sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru, yang 

berdampak pada meningkatnya  pendapatan masyarakat.  

pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu menurut golongannya, 

sifatnya, dan lembaga pemungutannya. Mardiasmo (2011:5) 

1. Menurut Golongannya 

  a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak boleh dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan  
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b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 

2. Menurut Sifatnya 

  a. Pajak Subjektif , yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan  

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Barang Mewah 

3. Menurut Lembaga Pemungutanya 

  a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.  

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. 

2.1.3 Pajak Daerah  

2.1.3.1 pengertian pajak daerah  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah 

adalah:“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
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  “Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan di Dinas 

Pendapatan Sumatera Utara oleh karena itu memerlukan suatu anggaran 

atau rencana penerimaan dari pajak daerah. Anggaran dibuat dimaksudkan 

sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan sehingga 

realisasi penerimaan dari pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik. 

Dispenda Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan lembaga 

pemerintahan, yang sangat memerlukan perencanaan dan pengawasan 

sehinggga seluruh target (anggaran) yang diharapkan dapat direalisasikan 

dengan baik, dan penerimaan daerah meningkat sesuai dengan harapan”. 

(Hanum, 2011) dalam ( Amelia , T, R, N, 2023) 

  Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan 

pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai 

pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan penyelengaraan 

daerah untuk pelayanan masyarakat daerah tersebut 

2.1.3.2  Jenis-Jenis Pajak  Daerah 

 Undang- undang No.28 Tahun 2009 Jenis pajak terdiri dari 2 jenis pajak :  

 1). Pajak Provinsi, terdiri atas  

  a. Pajak Kendaraan Bermotor 

  b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

  c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

  d. Pajak Air Permukaan, dan  

  e. Pajak Rokok. 

 2). Pajak Kabupaten/Kota 

   a. Pajak Hotel 
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  b. Pajak Restoran 

  c. Pajak Hiburan 

  d. Pajak Reklame  

  e. Pajak Penerangan Jalan  

  f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

  g. Pajak Parkir  

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan  

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

2.1.3.3 Pemungutan Pajak Daerah  

  Pemungutan pajak adalah serangkaian kegiatan mulai dari 

pengumpulan objek data dan subjek pajak, menentukan jumlah pajak 

terhutang hingga kegiatan pengumpulan pajak untuk pembayar pajak dan 

pengawasan deposito. Sistem pengumpulan saat ini di negara kita adalah 

self assessment di mana wajib pajak berkewajiban untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, 

(Darwin, 2010), dalam (Rudianto, 2019) 

  (Adisasmita, 2011) dalam (Rudianto, 2019). Pemungutan pajak 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni:  

1. Stesel pajak 

Metode pengumpulan pajak didasarkan pada tiga metode, yaitu: 

a. Stelsel, nyata 
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Pemungutan pajak didasarkan pada objek nyata (pendapatan) sehingga 

pengumpulan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak.  

b. Stelsel, anggapan  

Pengenaan pajak didasarkan pada asumsi yang diatur oleh hukum.  

c. Stelsel, ,campuran 

Stelsel ini adalah kombinasi dari struktur nyata dan struktur praduga 

2. Sistem pemungutan, pajak, dapat, dibagi menjadi: 

a. Official Assessment Sistem  

Pemerintah ( fiscus) menentukan besarnya pajak terutang berdasarkan 

cirinya, yakni :  

1. Wewenang untuk menentukan jumlah pajak terutang ,fiscus 

(pemerintah)  

2. Wajib, pajak yaitu bersifat pasif 3 

a. Utang, pajak muncul setelah dikeluarkan surat ,ketetapan ,pajak oleh 

fiscus (pemerintah) 

b. Self, Assessment, Sistem Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak 

yang disahkan, dipercayakan, tanggung jawab kepada wajib pajak 

untuk menghitung atau menghitung, membayar dan melaporkan jumlah 

pajak yang harus dibayar sendiri.  

c. Witholding Sistem Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang 

diotorisasi kepada pihak ketiga untuk memotong atau mengumpulkan 

jumlah yang terutang oleh wajib pajak. 

  Menurut (Siahaan, 2010) dalam (Amelia, T, N, R, 2023) 

(“Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata 
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Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem 

perpajakan Indonesia adalah sistem self assessment. Pada cara pertama 

pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh 

kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pada cara 

kedua pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi 

kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban dengan cara membayar sendiri, 

diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Apabila wajib pajak yang diberi 

kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 

sendiri dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat 

diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak 

dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Karena adanya kerjasama dengan 

pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan 

formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau 

penghimpunan data objek dan subjek pajak. terhadap wajib pajak”. 

2.1.3.4. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

  “Penyampaian SPTPD dilampiri dengan keterangan dokumen yang 

ditetapkan oleh kepala daerah, SPTPD dianggap tidak disampaikan jika 

tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan tidak 

dilampiri keterangan dokumen yang ditentukan. Wajib pajak atau 
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penanggung pajak harus mengambil sendiri SPTPD di kantor Dinas 

Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah”. 

(Siahaan, 2010) dalam (Amelia, N, R, 2023) 

  “SPTPD merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan 

objek pajak, harta dan kewajiban, menurut peraturan perundangundangan 

perpajakan daerah. SPTPD disampaikan kepada kepala daerah, melalui 

Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh 

peraturan daerah, misalnya paling lambat dua puluh hari setelah berakhir 

masa pajak. Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, 

batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya”. 

(Siahaan, 2010) dalam (Amelia, N, R, 2023) 

2.1.3.5. Tarif dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah 

  Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yang 

dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang, 

Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan setiap jenis pajak daerah, 

yaitu: 

1. Tarif PKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 5%  

2. Tarif BBNKB dana KAA ditetapkan paling tinggi 10%  

3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%  

4. Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%  

5. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%  

6. Tarif Pajak Restoran diterapkan paling tinggi 10%  

7. Tarif Pajak Hiburan diterapkan paling tinggi 35%  
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8. Tarif Pajak Reklame diterapkan paling tinggi 25%  

9. Tarif Pajak Penerangan Jalan diterapkan paling tinggi 10%  

10. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C diterapkan 20% 

(Undang-Undang, Nomor 65 Tahun 2001) Pasal 76 tentang Biaya 

Pemungutan Pajak Daerah dengan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 

5%. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 

2002, tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah dengan 

pertimbangan Menteri Keuangan. Persentase besarnya biaya pemungutan 

ditetapkan dalam peraturan daerah. Alokasi biaya pemungutan pajak daerah 

ditentukan sebagai berikut: 

 1. Alokasi biaya pemungutan PKB dan BBNKB terdiri dari: 

a. 70% untuk aparat pelaksana pemungutan.  

b. 2,5% untuk aparat penunjang tim pembina pusat.  

c. 7,5% untuk aparat penunjang kepolisian. d. 20% untuk aparat penunjang 

lainnya. 

2. Alokasi biaya pemungutan PBBKB terdiri dari: 

a. 20% untuk dinas/instansi pengelola.  

b. 60% untuk pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor  

c. 5% untuk tim pembina pusat d. 15% untuk penunjang lainnya. 

3. Alokasi biaya pemungutan PPJ yang dipungut oleh PT PLN terdiri dari: 

a. 54% untuk biaya pemungutan PLN  

b. 20% untuk petugas PT. PLN  

c. 20% untuk aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pemungutan dan 6% untuk tim pembina pusat. 
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2.1.4 Pajak Reklame  

2.1.4.1. Pengertian Pajak Reklame  

 Menurut UU No.28 Tahun 2009, pasal 1 ayat 26 Pajak Reklame 

adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dan ayat 27 Reklame adalah 

benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya 

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, 

jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, 

dan/atau dinikmati oleh umum 

2.1.4.2. Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame 

 Menurut UU No.28 Tahun 2009, pasal 47 ayat 1 Objek Pajak 

Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.Berikut yang termasuk 

pajak Reklame dimaksud pada UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 47 ayat 1:  

 a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;  

b. Reklame kain 

c. Reklame melekat, stiker 

d. Reklame selebaran 

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan 

f. Reklame udara 

g. Reklame apung 

h. Reklame suara 

i. Reklame film/slide, dan 

j. Reklame peragaan 
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Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame menurut UU No. 28 

Tahun 2009, Pasal 47 ayat 3, ialah :  

 a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta 

harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;  

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis 

lainnya;  

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;  

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah; dan  

e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

2.1.4.3. Subjek dan Wajib Pajak Reklame  

 Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 48 ayat 1 yang berbunyi : 

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan Reklame. 

2.1.4.4. Dasar Pengenaan Pajak Reklame  

  Dasar pengenaan pajak hiburan menurut UU No.28 Tahun 2009 

Pasal 49 adalah:  

1, Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame 
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2, Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa 

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai 

kontrak Reklame.  

3 Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor 

jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu 

penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame, 

4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor 

jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu 

penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame 

5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6)  Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

2.1.4.5 Tarif Pajak Reklame  

Dasar tarif pajak Reklame menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 50 

ayat 1 yang berbunyi, Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 

25% (dua puluh lima persen). 

  Secara umum, untuk perhitungan besaran pokok pajak reklame yang 

terutang dapat menggunakan rumus seperti di bawah ini : 

  Pajak Reklame = Nilai Sewa Reklame (NSR) x Tarif Pajak Reklame 

NSR ditentukan oleh beberapa faktor seperti: 

• Ukuran reklame (meter persegi) 
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• Lokasi pemasangan 

• Durasi pemasangan 

• Jenis reklame (produk atau non-produk) 

Table 2.1 

Penetapan Nilai Sewa Reklame 

No  JENIS REKLAME NILAI SEWA 

REKLAME 

(RP) 

KETERANGAN 

REKLAME INSIDENTIL   

1 Reklame billboard ukuran 24m2 s/d 72m2 50.000.000 1 bulan  

1 sisi 

65.000.000 1 bulan  

2 sisi 

 Reklame billboard ukuran > 72m2 85.000.000 1 bulan  

1 sisi 

100.000.000 1 bulan  

2 sisi 

2  Reklame spanduk/umbul-umbul 15.000/m2/hari  1 sisi  

18.000/m2/hari 2 sisi 

3 Reklame melekat/stiker 15.000/m2/hari 1 sisi 

4 Reklame berjalan pada kendaraan  8.000.000/unit  Roda 4 atau lebih 

setiapkali 

penyelenggaraan  

  2.000.000/unit Roda 2 dan 3 setiapkali 

penyelenggaraan  

5 Reklame selebaran  950/lembar  Paling sedikit 

Rp5.000.000 setiap kali 

penyelenggaraan 

6  Reklame udara  3.100.00./1 kali Paling lama 1 bulan  

7 Reklame film/slide  20.000/ 15 detik  Dengan suara  

18.000/15 detik Tanpa suara  
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8 Reklame peragaan 18.600/hari Paling sedikit 

Rp286.000 setiap kali 

penyelanggaraan 

9 Reklame apung  3.100.000/ 1 x 

penayangan  

Paling lama 1 bulan 

penayangan  

10 Reklame grafiti 30.000/m2/hari 1 sisi 

11 Reklame digital berjalan  100.000/m2/hari 1 sisi 

130.000/m2/hari 2 sisi  

12 Reklame laser  5.000.000/ 1 x 

penayangan 

Paling lama 1 bulan 

penayangan 

13 Reklame running taxt 80.000/m2/hari 1 sisi 

REKLAME PERMANEN   

1 Reklame billboard 2.500/m2/hari 1 sisi pertahun  

2.700/m2/hari 2 sisi pertahun 

2 Vidiotron 2.775/m2/hari 1 sisi pertahun 

2.906/m2/hari 2 sisi pertahun 

3 Mini billboard dengan ukuran di bawah 24m2 6.204/m2/hari 1 sisi pertahun 

8.088/m2/hari 2 sisi pertahun 

4 Mini tv/mini vidiotron  5.496/m2/hari 1 sisi pertahun 

6.463m2/hari 2 sisi pertahun 

5 Reklame wall painting  4.000.000/unit bangunan 1 sisi bidang pertahun 

6.000.000/unit bangunan 2 sisi bidang atau lebih 

pertahun 

6 Nama pengenal usaha/kantor/jasa profesi 2.500.000/m2/hari 1 sisi pertahun 

7 Reklame berjalan pada kendaraan  2.500.000/ sisi Roda 4 atau lebih 

pertahun 

2.000.000/sisi Roda 2 dan 3 pertahun  
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2.1.5 Pajak Parkir 

2.1.5.1. Pengertian Pajak Parkir  

  Pajak Parkir adalah tarikan yang ditetapkan daerah setempat untuk 

tempat parkir di luar badan jalan seperti di pusat perbelanjaan, tempat 

khusus parkir dan sebagainya. Nama pajak parkir ini dipungut atas 

penyediaan atas tempat pengelolaan parkir, penitipan sepeda mottor dan 

garasi kendaraan bermotor 

  (Liberti Pandiangan 2007:49) dalam (Glayn taroreh 2022). Pajak 

parkir adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran 

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 31 dan 32, pajak parkir 

merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalain, 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor  

 2.1.5.2. Objek dan Bukan Objek Pajak Parkir  

(Woryandani, 2016) dalam (risa prastika widuri, dkk, ) Objek pajak 

parkir adalah penyelnggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok,’usaha yang disediakan untuk usaha 

termasuk penitipan yang memungut bayaran  
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Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 62 ayat 1 Objek Pajak Parkir 

adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 

suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

Dan yang tidak termasuk Objek Pajak parikir menurut Menurut UU 

No.28 Tahun 2009 Pasal 62 ayat 2 ialah :  

a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah;  

b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya 

digunakan untuk karyawannya sendiri;  

c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan  

d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan 

Peraturan Daerah. 

2.1.5.3. Subjek dan Wajib Pajak Parkir 

UU No.28 Tahun 2009 Pasal 63 ayat 1 dan 2 berbunyi:  Subjek Pajak 

Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan 

bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang 

menyelenggarakan tempat Parkir. 

  (Woryandani, 2016) dalam (risa prastika widuri, dkk, ) Subjek pajak 

parkir adalah orang pribadi atau suatu badan yang menyelenggarakan 

tempat parkir. Sedangkan wajib pajak pakir adalah orang pribadi atau badan 

yang menyelengarakan tempat parkir. 
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2.1.5.4. Dasar Pengenaan Pajak Reklame 

  Menurut Siahaan, (2011:90) dalam bukunya yang berjudul tentang 

Pajak Daerah dan retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pengenaan dasar Pajak 

parkir yaitu jasa atau jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada 

penyelenggara tempat parkir yang dimiliki oleh perorangan atau badan. 

Dasar pengenaan tersebut di tetapkan dengan peraturan daerah yang 

didasarkan pada klasifikasi daya tampung, tempat parkir dan banyaknya 

kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir di tempat 

parkir yang berada di luar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang 

ditetapkan oleh pengelola tarif parkir, ini merupakan pembayaran yang 

harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat 

parkir.  

   UU No.28 Tahun 2009 Pasal 64 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi: Dasar 

pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir, Dasar pengenaan Pajak Parkir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah, Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan 

kepada penerima jasa Parkir 

2.1.5.5. Tarif Besaran pokok dan Perhitungan Pajak Parkir 

  UU No.28 Tahun 2009 Pasal 65 ayat 1 dan 2 yang berbunyi Tarif 

Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Dan 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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  Tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah 

daerah untuk menetapkan tarif pajak parkir karena setiap daerah kota atau 

kabupaten untuk menetapkan besarnya tarif pajak mungkin berbeda-beda, 

asalkan tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan (30%). 

Besaran pokok pajak parkir terdapat pada UU No. 28 Tahun 2009 

pasal 66 ayat 1 dan 2 yang isinya berbunyi: Besaran pokok Pajak Parkir 

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 64. Dan Pajak Parkir yang terutang dipungut di 

wilayah daerah tempat Parkir berlokasi. 

Perhitungan pajak yang terutang menurut Siahaan, (2011:91) dalam, 

bukunya yang berjudul Pajak Daerah dan Retribusi daerah khususnya Pajak 

Parkir, dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar 

pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Parkir sesuai dengan 

rumus berikut:   

Pajak Terutang =  Tarif pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= Tarif pajak x Jumlah Pembayaran atau yang 

Seharusnya Dibayar Kepada Penyelenggara 

tempat parkir 

2.1.6. Pendapatan asli daerah  

2.1.6.1 pengertian Pendapatan asli daerah  

Merujuk pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, 

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan 

perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber 

pendapatan daerah. Sumber pertama dari Pendapatan asli daerah (PAD) 

adalah pajak daerah seperti Pajak Reklame dan pajak Parkir . 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli 

daerah adalah penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

diperoleh daerah dari wilayahnya sendiri. 

Table 2.2 

Table realisasi PAD dari tahu 2021-2024 
No  Tahun  Realisasi PAD 

1 2021 1.906.512.189.047 

2 2022 2.230.554.495.746 

3 2023 2.442.782.732.668 

4 2024 2.864.36 milyar  

 

Dapat di lihat dari table di atas realisasi PAD kota mendan terus meningkat 

dari tahun ketahun, pada tahun 2021 realisasi PAD 1.906.512.189.047, mengalami 

peningkatan pada tahun 2022 dengan realisai sebesar 2.230.554.495.746. di tahun 

2023 mengalami peningkatan kembali pada realisasi PAD sebesar 

2.442.782.732.668, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat 

signifikat pada realisasi PAD sebesar 2.864.36 milyar. 

2.1.6.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Nurlan Darise (2009:67) dalam (siska mayanti, 2017) 

berdasarkan UU No 25 tahun 1999 diatas sumber-sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) baik itu Kabupaten/Kota terdiri dari : 
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1. Hasil Pajak Daerah  

2. Hasil Retribusi Daerah  

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya.  

4. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah 

2.1.6.3 Sumber – Sumber PAD 

Berikut beberapa jenis pendapatan asli daerah yang dapat dipisahkan 

menjadi beberapa jenis sesuai Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pajak Daerah 

  Pajak daerah merupakan jenis pendapatan asli daerah yang berasal 

dari iuran wajib seseorang atau badan kepada daerah. Semakin banyak 

pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah maka nilai pajak yang 

didapat daerah tersebut tentunya akan meningkat pula. Hal ini tentu saja 

sebelumnya dibarengi oleh daya beli masyarakatnya karena pendapatan 

masyarakatnya yang tinggi sehingga pembangunan yang seimbang antara 

pendapatan masyarakat dan daya beli dapat berjalan selaras. Dan 

pemasukan pajak secara otomatis juga meningkat. Contoh pajak daerah 

untuk kabupaten/kota adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, 

pajak penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian golongan C, dan 

pajak parkir. 

2. Retribusi Daerah 

Pendapatan suatu daerah juga berasal dari retribusi daerah tersebut. 

Hal ini terdapat dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 yang 



30 

 

 

 

mengatur jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi 

daerah. Hal ini dapat dirinci menjadi : 

a. Pajak provinsi 

Pajak provinsi merupakan pemasukan propinsi dari pajak kendaraan 

di atas air maupun pajak kendaraan bermotor. Juga dalam hal ini 

termasuk biaya balik nama suatu kendaraan diatas air maupun kendaraan 

bermotor lainnya. Pajak pemanfaatan atas air dibawah tanah juga air 

permukaan. Pemerintah berupaya menaikkan pemasukan daerah juga 

melalui pajak yang diberlakukan atas bahan bakar suatu kendaraan 

bermotor. 

b. Pajak dari kabupaten 

Pajak pemasukan dari kabupaten ini berasal dari berbagai sektor 

pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah tersebut seperti pajak 

yang bersumber dari hotel, tempat hiburan, pajak restoran, pajak dari 

periklanan, pajak atas penerangan jalan maupun pajak dari pengambilan 

bahan galian bergolongan C. Tak luput juga pendapatan daerah tersebut 

bersumber dari pajak parkir yang dimanfaatkan dari setiap lahan parkir 

restoran, tempat hiburan dan fasilitas daerah lainnya. 

c. Pemasukan daerah dari retribusi. 

Retribusi juga merupakan pemasukan asli daerah yang didapat dari 

beberapa segi seperti hal nya retribusi akan jasa pelayanan umum, 

retribusi jasa akan usaha serta juga retribusi suatu perizinan usaha 

tertentu. Dapat dibayangkan jika banyaknya pembangunan yang 

dilakukan suatu daerah maka retribusi yang masuk ke kas daerah juga 



31 

 

 

 

akan semakin banyak dan dapat dimanfaatkan pada sektor 

pengembangan fasilitas umum dan kepentingan umum lainnya. 

3. Hasil usaha/pengelolaan kekayaan daerah dari perusahaan daerah 

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis kekayaan daerah 

yang dipisahkan dirinci sebagai berikut:  

a. Bagian laba dari perusahaan daerah  

b. Bagian laba dari lembaga keuangan bank  

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD  

d. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

negara/BUMN.  

e. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

swasta atau kelompok usaha masyarakat. 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Sumber pendapatan daerah yang dapat menjadi pemasukan 

pendapatan daerah lainnya adalah bersumber dari pendapatan lainnya 

yang sah, yaitu sebagai berikut:  

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahka  

b. Jasa giro  

c. Pendapatan Bunga 1.2 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing.  

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah  

f. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah 
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2.1.7 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu dapat diuraikan berikut ini : 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 
NO Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Zulia Hanum, jurnal 

ilmu ekonomi dan 

studi pembangunan, 

universitas 

Muhammadiyah  

Sumatra Utara 

Analisis Efektifitas Pemungutan 

Pajak Reklame Di Masa  

 Covid-19 Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Langkat  

Hasil analisis efektivitas 

diketahui bahwa selama 

pandemi Covid-19 yang terjadi 

pada tahun 2020 mengalami 

penurunan yang cukup 

signifikan hingga mencapai 

45,26% dimana artinya 

pemungutan pajak reklame di 

masa Covid-19 tidak efektif 

pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Langkat. 

2 Tiara Resti 

Adha,jurnal ilmu 

ekonomi dan studi 

pembangunan 

Analisis Kinerja Pengelolaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di Kabupaten Padang Pariaman, 

Sumatera Barat 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa, Efektifitas 

pengelolaan PAD dapat dilihat 

bahwa kinerja pemerintah 

dalam melakukan pemungutan 

dan pengelolaan PAD dapat 

dikatakan sangat baik karena 

realisasi penerimaan pajak dan 

retribusi daerah mencapai 

target yang telah ditetapkan 

3 Teguh Erawati, 

JURNAL 

AKUNTANSI 

VOL. 4 NO. 1 JUNI 

2016, Universitas 

Sarjanawiyata 

Tamansiswa 

Analisis Efektifitas dan Efisiensi 

Pajak Reklame, pajak Parkir, 

Pajak Hiburan, Produk Komestik 

Regional Bruto (PDRB) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Di Kabupaten Bantul 

1. Pertumbuhan pajak reklame 

berkisar antara 7,79% - 

54,91% atau rata-rata 

pertahunnya 18,09% dilihat 

dari kontribusi pajak reklame 

terhadap PDRB pertahunnya 

rata-rata sebesar 0,016%. 

Sedangkan kontribusi pajak 

reklame terhadap PAD yaitu 

rata-rata pertahunnya sebesar 

1,528% dari seluruh PAD. 

2. Pertumbuhan pajak Parkir 

berkisar antara 6,37% - 

130,91% atau rata-rata 

pertahunnya 48,30% dilihat 

dari kontribusi pajak Parkir 

terhadap PDRB pertahunnya 

rata-rata sebesar 0,00037%. 

Sedangkan kontribusi pajak 

Parkir terhadap PAD yaitu 

rata-rata pertahunnya sebesar 

0,031% dari seluruh PAD. 

4 Glayn Taroreh 

DKK, Jurnal LPPM 

Bidang 

EkoSosBudKum 

(Ekonomi, Sosial, 

Budaya, dan 

Analisis Efektifitas dan 

Kontribusi Pajak Parkir 

Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Manado 

1). Tingkat efektivitas 

penerimaan pajak parkir di 

Kota Manado pada tahun 

2015-2020 hampir seluruhnya 

dikategorikan sangat efektif, 

hanya pada tahun 2015 yang 
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Hukum) Vol. 5 No. 

2 Januari-Juni 2022, 

dikategorikan efektif saja dan 

pada tahun 2020 dikategorikan 

tidak efektif. Hal itu 

dibuktikan karena pada tahun 

2015-2020 kecuali tahun 2015 

dan 2020, penerimaan pajak 

parkir di Kota Manado selalu 

melebihi target yang telah 

ditetapkan sehingga mencapai 

tingkat efektivi tas >100 % 

(sangat efektif) sedangkan 

pada tahun 2015 tingkat 

efektivitas 88,17% (efektif) 

dan tahun 2020 tingkat 

efektivitas 51,68% (tidak 

efektif). 

2). Kontribusi penerimaan 

pajak parkir terhadap 

pendapatan asli daerah Kota 

Manado masih sangat kurang 

dibuktikan karena penerimaan 

pajak parkir tahun 2015-2020 

masih dibawah 10 % terhadap 

pendapatan asli daerah Kota 

Manado. Artinya, walaupun 

33amper tiap tahunnya 

realisasi penerimaan pajak 

parkir melebihi target yang 

telah ditetapkan namun itu 

masih sangat kurang dalam 

meberikan kontribusi terhadap 

pendapatan asli daerah 

5 Hendikus Paktis 

Sabat Waruwu, 

jurmal dunia 

Pendidikan 

Universitas Potensi 

utama, Sumatra 

Utara  

Analisis Efektifitas Kontribusi 

Pajak parkir Dalam 

Meningkatkan pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Medan  

 Berdasarkan hasil penelitian  

tingkat efektifitas penerimaan 

pajak parkir pada tahun 2018 

adalah sebesar 100,95%, 

dengan kriteriak efektif. Pada 

tahun 2019 tingkat 

efektivitasnya sebesar 88.56%, 

dengan kriteria tidak efektif. 

Tingkat efektivitas pada tahun 

20120 sebesar 82,16%, dengan 

kriteria tidak efektif. Pada 

tahun 20121 tingkat efektivitas 

penerimaan pajaknya sebesar 

48,41%, dengan kriteria 

kurang efektif. Dan pada tahun 

2012 tingkat efektivitasnya 

sebesar 69,41%, dengan 

kriteria Kurang efektif. 

6 Raihan Adha 

Rahman Pohan, 

Jurnal Ilmiah 

Multidisiplin, 

Volume 1, Nomor 2, 

Desember 2023  

Analisis Penerimaan Pajak 

Reklame Guna Meningkatkan 

Pendapatan Daerah ( Studi 

Kasus Badan Pendapatan Daerah 

Kota Medan) 

Peran penerimaan pajak 

Reklame secara keseluruhan 

mempunyai pengaruh bagi 

pendapatan Asli daerah kota 

Medan, pada tahun 2022 

merupakan penyajian paling 

tinggi sebanyak 3,44% pada 

tahun 2020 mendapatkan 
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penyajian paling rendah hanya 

sebanyak 1,33% Pada tahun 

2022 naik lagi sebanyak 2,38% 

dikarenakan capaian yang 

dibuat oleh Pemerintah Kota 

Medan dalam menggali 

potensi pajak pajak Reklame 

hampir maksimal. Tetapi, 

Penerimaan pajak Reklame 

bisa dikatakan cukup mampu 

untuk berkontribusi dalam 

Meningkatkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Kota 

Medan yang belum 

Terealisasikan. 

 

2.2 Kerangka Berfikir  

 Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dibagi 

menjadi pajak reklame dan pajak parkir. Dalam hal ini, peneliti menjabarkan 

klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan pajak reklame 

dan pajak parkir melalui dua metode analisis seperti: 

1. Tingkat efektivitas untuk mengukur suatu keadaan yang terjadi akibat 

penerimaan target dan Realisasi pajak reklame dan pajak parkir Apakah efektif atau 

tidak efektif dapat dilihat dalam tingkatan persentase di tahun 2021- 2024 dengan 

menggunakan rumus analisis efektivitas. 

2. Tingkat kontribusi untuk menghitung berapa persen sumbangan pajak reklame 

dan pajak parkir pada tahun 2021-2024.  

Dari uraian diatas, maka kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dilihat pada  

berikut ini : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

Pajak Daerah 

Pajak Reklame Pajak parkir 

Penerimaan

+ 

Efektivitas Kontribusi 

Pendapatan Asli Daerah 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Kuncoro (2013:145) dalam (glayn taroreh, 2022) “Penelitian Kuantitatif 

adalah data yang diukur dalam satuan skala numeric (angka), skor, dan analisisnya 

menggunakan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan 

beberapa alat analisis. Bila serangkaian observasi atau pengukuran data dalam 

angka-angka hasil observasi atau pengukuran sedemikian itu dinamakan data 

kuantitatif”. 

 Penelitian kuantitatif dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan 

masalah dengan alat bantu yang berhubungan dengan statistik dan matematika 

sehingga keputusan yang dihasilkan dapat di pertanggung jawabkan, analisis data 

kuantitatif dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada kemudian 

mengelolahnya dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan dibuat analisis 

agar dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan 

 Sumber data dalam penelitian ini yaitu data skunder, data skunder 

merupakan data yang dikumpulkan penulis dari sumber yang sudah ada seperti, 

buku, jurnal, laporan data pemerintahan, laporan data non pemerintahan, dan data 

statistik  
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3.2 Definisi Operasional 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh 

pemerintah daerah dari berbagai sumber yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah. PAD mencakup kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau 

badan kepada daerah, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sumber 

utama dari PAD adalah pajak daerah, yang berfungsi untuk mendukung anggaran 

dan pembangunan daerah. 

Pajak reklame merujuk pada pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame, 

yang merupakan media atau alat yang dirancang untuk tujuan komersial, seperti 

mempromosikan barang atau jasa kepada publik. Pajak ini dikenakan kepada 

individu atau badan yang menggunakan reklame untuk tujuan komersial, dan 

tarifnya ditentukan berdasarkan nilai sewa reklame yang dipasang. Pajak reklame 

diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, karena 

banyaknya reklame yang dipasang di daerah, 

Pajak parkir, di sisi lain, adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan 

tempat parkir di luar badan jalan. Ini mencakup tempat parkir yang disediakan oleh 

individu atau badan, baik untuk tujuan usaha maupun sebagai layanan umum. Pajak 

parkir dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima untuk penggunaan 

tempat parkir tersebut. Pajak ini juga berperan dalam meningkatkan PAD, 

mengingat meningkatnya kebutuhan akan tempat parkir seiring dengan 

pertumbuhan jumlah kendaraan.  

Secara keseluruhan, ketiga elemen ini saling terkait dalam mendukung 

keuangan daerah dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam 
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melaksanakan pembangunan dan layanan kepada masyarakat. Penjelasan 

selanjutnya dapat di lihat dari tabel 3.1 

Table 3.1 

Table devenisi operasional 

Variabel Konsep Variabel Indikator Variabel 

Pajak reklame Pajak yang dikenakan untuk wajib pajak 

pribadi atau wajib pajak badan yang 

mendirikan papan-papan reklame 

ditempat yang tertentu, yang tarif 

pajaknya disesuaikan dengan besar 

kecilnya papan reklame yang di pasang 

oleh wajib pajak 

1. Reklame papan / billboard  

2. Reklame kain  

3. Reklame stiker / melekat  

4. Reklame selebaran  

5. Reklame berjalan  

6. Reklame udara  

7. Reklame suara  

8. Reklame film/slide  

9. Reklame peragaan dan  

10. Reklame mengatron /videotron/large 

Electronic Display 

 

(UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 47 ayat 1) 

Pajak parkir Pajak parkir merupakan pajak atas 

penyelenggaraan tempat parkir diluar 

badan jalan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor 

jumlah pendapatan pajak parkir yang 

diterima daerah dalam satu periode. 

 

(UU No.28 Tahun 2009 Pasal 62 ayat 1) 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat 

1. Pajak Daerah  

2. Retribusi Daerah  

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang dipisahkan  

4. Lain-lain PAD yang sah. 

 

(Nurlan Darise (2009:67) dalam  

(siska mayanti, 2017)berdasarkan UU 

No 25 tahun 1999) 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat  Penelitian 

 Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah di 

Kantor Dispenda Medan, Jalan Jendral Besar H, Abdul Haris Nasution No, 32. Kec. 

Medan Johor. Kota Medan. Sumatera Utara 20143.  
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3.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari Desember 2024 hingga April 2025, dan untuk 

lebih lengkapnya akan dijelaskan seperti dalam tabel berikut ini:  

Tabel 3. 2 

Waktu Penelitian 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian in pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti ialah 

dokumentasi dan studi pustaka, (Arif Suciadi, 2014) dalam (Amelia, T, N, R 2023) 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam 

pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu 

3.4.1 Dokumentasi  

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan 

dan data yang relevan dengan penelitian (J.Supranto, 1999) dalam Arif (Suciadi, 

No Jadwal 
Kegiata
n 

Waktu Pelaksanaan 

Des’24 Jan’2025 Feb’2025 Mar’2025 Apr’25 Mei’25 Juni’25 august’25 

1 2 3 4 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 
Judul 

                                

2 Pembuatan 
Proposal 

                                 

3 Bimbingan 
Proposal 

                                

4 Seminar 
Proposal 

                                

5 Pengumpula
n Data 

                                

6 Pembuatan 
Skripsi 

                                

7 Bimbingan 
Skripsi 

                                

8 Sidang Meja 
Hijau 
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2014) dalam (Amelia, T, N, R 2023). Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan 

penelaahan dan pencatatan dokumen-dokumen yang berada di instansi pemerintah. 

Dokumen yang dimaksud oleh penulis disini adalah dokumen yang ada di Dinas 

Pendapatan Daerah kota Medan tentang penerimaan pajak reklame dan pajak parkir 

pada badan pendapatan daerah Kota Medan tahun 2021-2024.  

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data kemudian menentukan 

keputusan apa yang akan diambil berdasarkan data yang tersedia. Berikut ini adalah 

beberapa teknik analisis data yang akan digunakan dalam analisis deskriptif sebagai 

berikut: 

1. Mengumpulkan data yang di dapat dari kantor bapenda. 

2. membersihkan data yang sudah di didapatkan dari kantor bapenda . 

3. Melakukan analisis pada data yang sudah di dapatkan dari kantor bapenda.  

A. Analisis tingkat kontribusi  

 Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak lain untuk tujuan 

berbagi biaya atau kerugian. Untuk menghitung rasio kontribusi rumus yang dapat 

di gunakan sebagai berikut  

 Pa =
QZn

QXn x 100% 
 

Dimana Pa = sumbangan Pajak Reklame dan Pajak Parkir 

QX = besaran PAD  

QZ = besaran Pajak  Reklame dan Pajak Parkir  

n = tahun (periode 2021-2024) 
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Tabel. 3.3 Tingkat Kontribusi Pajak Daerah 

 

 

 

 

B. Analisis tingkat Efektivitas 

 Efektivitas adalah keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa 

yang diinginkan. Rumus yang dapat di gunakan untuk mengukur 

efektivitas adalam perpajakan ialan :  

 Efektivitas = Realisasi Pajak Reklame/Pajak parkir  x 100% 

 Target Pajak Reklame/Pajak Parkir 

Tabel. 3.4 Tingkat Efektifitas Pajak Daerah 

 

 

 

 

 

4. Menyajikan data yang sudah di analisis.  

5. Membuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian tersebut. 

 

 

Presentase Kriteria 

0,00% - 10% Sangat Kurang 

10% - 20% Kurang 

20% - 30% Cukup Baik 

30% - 40% Baik 

Lebih dari 40% Sangat Baik 

Presentase Kriteria 

Lebh dari 100% Sangat Efektif 

90%-100% Efektif 

80%-90% Cukup Efektif 

60%-80% Kurang Efektif 

Kurang dari 60% Tidak Efektif 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian   

4.1.1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Medan  

 Pengelolaan pendapatan daerah pada awalnya berada dalam koordinasi Biro 

Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang didalamnya terdapat 

Bagian Pajak dan Pendapatan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 

tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro 

Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. 

Dengan demikian Bagian Pajak dan Pendapatan juga berubah menjadi Sub 

Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.  

Pada tanggal 21 Maret 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah 

ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Perubahan Sub Direktorat 

Pendapatan Daerah menjadi Direktorat Pendapatan Daerah berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 137/II/GSU tanggal 21 Maret 1975 

sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Firmat 

7/15/3/74 tanggal 7 November 1974. Pada tanggal 31 Maret 1976, Direktorat 

Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Perubahan 

Direktorat Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 dan Surat 
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Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 

143/II/GSU sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II 

di seluruh Indonesia 1 September 1975.  

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 Dinas Pendapatan 

Daerah Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka diterbitkan Peraturan 

Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi 

Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.  

Pada mulanya Badan Pendapatan Kota Medan adalah suatu sub bagian pada 

bagian yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Dengan 

menghitungkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan di kota Medan 

melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian 

pendapatan. Pada bagian pendapatan di bentuklah beberapa seksi yang mengelola 

penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib 

pajak/wajib retribusi didalam daerah kota Medan, yang terdiri dari 21 kecamatan di 

antaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan 

Denai, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Kota, Medan Area, Medan 

Baru,Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal dan 

lainnya 
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4.1.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Medan  

A. visi  

Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan ialah dengan terwujudnya 

pendapatan daerah sebagai andalan pembiayaan pembangunan daerah. 

B. Misi  

 Adapun misi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan antara lain : 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola 

Pendapatan Daerah.  

b. Meningkatkan sarana dan prasarana Badan.  

c. Intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek Pendapatan Daerah.  

d. Meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran wajib 

pajakterhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah 

4.1.3 Struktur Organisasi  

 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 khusus untuk dinas 

pendapatan daerah kota Medan telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi dinas 

pendaptan daerah kota Medan beserta struktur organisasi Melalui Surat Keputusan 

Wali kota Momor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan 

daerah Kota Medan. Adapun struktur organisasi dinas pendapatan kota 

Medan adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi 

Deskripsi Tugas (Job Description) sangat diperlukan dalam struktur 

organisasi agar dapat mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang penting dan jenis- 

jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh pemimpian dan lain sebagainya. Berikut ini 

uraian tugas atau wewenang dari struktur organisasi Kantor Badan Pendapatan 

Daerah 

- Kepala Badan  

Di sebuah kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Kepala Badan 

mempunyai tugas serta memiliki peran memimpi serta menstabilkan kerja 

pemerintah, memantau dalam menyusun laporan anggaran pemerintahan daerah 

serta memimpin serta memperdayakan bawahannya didalam sebuah struktur 

organisasi. 
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- Sekretariat  

Dipimpin oleh sekretaris, yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada 

Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

pokok dibidang kesekretarisan. Sekertaris memiliki peran dalam membantu 

manager untuk merencanakan, mengatur serta menerapkan strategi yang akan 

dijalani, mengkoordinasikan sistem operasi. Melakukan pengawasan dan 

memberikan motivasi kepada staf di perusahaan. 

- Sub Badan Pendapatan Dan Penetapan  

Sub badan pendapatan dan penatapan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas badan dibidang pendapatan dan penetapan. 

- Sub Badan Penagihan  

Sub badan penangihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

badan dibidang penangihan melalui kegiatan pembukuan, verifikasi, penangihan 

dan perhitungan restitusi, pemindah bukuan serta pertimbangan terhadap pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. 

- Sub Badan Bagi Hasil Pendapatan  

Sub badan bagi hasil pendapatan dipimpin oleh seorang kepala sub badan 

yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

kepala badan. 

- Sub Badan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain  

Sub Badan retribusi dan pendapatan lain-lain dipimpin oleh kepala sub 

badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada kepala badan 
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- UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) 

 Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan 

teknis ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota. 

- Jabatan Fungsional  

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pelaksanaan sehingga tugas 

badan pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 1. Kelompok jabatan 

fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. 2. Setiap kelompok 

tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. 3. Jumlah jabatan 

fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah. 4. Jenis dan jenjang 

jabatan fungsional tersebut ditentukan sesuai dengan peraturan perudang-undangan 

yang berlaku 

4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Analisis Tingkat efektivitas Pada Pajak Reklame  

Tingkat efektivitas pajak reklame di kota Medan di hitung dengan 

membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target pajak 

reklame, apabila perhitungan efektivitas bea pajak reklame menghasilkan angka 1 

atau persentase 100% berarti sangat efektif, jika persentase di bawah 50% berarti 

tidak efektif karena bertujuan untuk memperoleh realisasi pajak reklame sebesar-

besarnya. 

Adapun rumus menghitung tingkat ke efektivitasan pajak reklame sebagai 

berikut :  
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Efektivitas =    Realisasi Pajak Reklame x 100% 

                         Target Pajak Reklame 

 

A. Tahun 2021 =    45.290.634.863 

                               40.159.473.128 

   =1.1278 x 100%  =112.78% (Sangat Efektif) 

B. Tahun 2022 =    77.633.894.478 

                               76.858.814.538 

   =1.0101 x 100%   =101.01% ( Sangat Efektif) 

C. Tahun 2023 =   90.981.956.972 

                               109.535.336.455 

   =0.8306 x 100%   =83.1% (Cukup Efektif) 

D. Tahun 2024 =   100.826.998.995 

                               141.358.814.538 

   = 0.7132 x 100% =71.32% (Kurang Efektif) 

Rata-rata  =   Total Realisasi Pajak Daerah / n (4 tahun)  x 100% 

Total Target Pajak Daerah / n (4 tahun) 

 Rata – rata   =     78.683.371.327 

                                 91.978.109.664 

 

 = 0.8554 x 100% = 85.54% (Cukup Efektif) 

 Setelah dilakukannya perhitungan seperti di atas, adpun grafikfik efektifitas 

penerimaan pajak reklame di Kota Medan adalah seperti halaman selamjutnya:  
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Gambar 4.2 tingkat efektivitas pajak reklame 

Pada tahun 2021 efektivitas mencapai 112%, hampir menyentuh 120%, 

pada tahun 2021 realisasi pendapatan dari pajak reklame melebihi target, bisa di 

sebabklan oleh adanya piutang tahun sebelumnya atau ada peningkatan signifikan 

pada pemasangan iklan atau reklame di kota Medan, pada tahun 2022 efektivitas 

penerimaan realisasi mencapai 100% namun lebih menurun dari tahun sebelumnya 

tetapi masih di katakan  sangat baik dikarenakan mecapai target yang sudah di 

tetapkan oleh pemerintah kota Medan, pada tahun 2023 efektivitas realisasi 

mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi 83%, hal ini menunjukkan bahwa 

penerimaan pajak tidak memenuhi target yang sudah di tetapkan oleh pemerintah 

kota Medan, hal ini menunjukkan adanya kendala di lapangan dalam memenuhi 

target pada tahun tersebut, pada tahun 2024 penurunan terus berlanjut berada di 

angka 71%, ini menunjukkan perlunya evaluasi baik dari sisi potensi, basis data 

reklame, atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya, rata-rata 

efektivitas cenderung menurun dari tahun ke tahun menjadi 85.54% hal ini 

meunjukkan cukup efektif pajak reklame pada pendapatan asli daerah kota Medan 

112,78%

101,1%

83,1%

71,32%

85,54%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

2021

2022

2023

2024

rata-rata

tingkat efektivitas pajak reklame 
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pada 4 tahun terakhir, dengan tren menurun seperti ini perlu menjadi perhatin yang 

lebih serius pada pimpinan kota sehingga memperbaiki kinerja para staf pajak 

reklame, sehingga membuat pendapatan daerah meningkat. 

4.2.2 Analisis Tingkat Efektivitas Pada Pajak Parkir  

Tingkat efektivitas pajak parkir di kota Medan di hitung dengan 

membandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir dengan target pajak 

parkir, apabila perhitungan efektivitas bea pajak parkir menghasilkan angka 1 atau 

persentase 100% berarti sangat efektif, jika persentase di bawah 50% berarti tidak 

efektif karena bertujuan untuk memperoleh realisasi pajak parkir sebesar-besarnya. 

Adapun rumus menghitung tingkat ke efektivitasan pajak parkir sebagai 

berikut :  

 

Efektivitas =     Realisasi Pajak parkir    x 100% 

                          Target Pajak pajak parir 

 

A. Tahun 2021 =    14.703.493.625 

                               30.375.188.357 

   =0.4840 x 100%  =48.41% (Tidak Efektif) 

B. Tahun 2022 =    28.112.818.069 

                               40.500.000.000 

   =0.6941 x 100%  =69.41%  (Kurang Efektif) 

C. Tahun 2023 =    31.723.902.140 

                               45.500.000.000 

   =0.697 x 100%  =69.7%  (Kurang Efektif) 

D. Tahun 2024 =    18.800.454.021 

                               50.500.000.000 

   =0.3722 x 100%  =37.22%  (Tidak Efektif) 

Rata-rata  =   Total Realisasi Pajak Daerah / n (4 tahun)  x 100% 

Total Target Pajak Daerah / n (4 tahun) 
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 Rata – rata   =     23.335.166.963,75 

                                 41.718.797.089,25 

 

 = 0.5593 x 100% = 55.93% (Tidak Efektif) 

 Setelah dilakukannya perhitungan seperti di atas, adpun grafikfik efektifitas 

penerimaan pajak parkir di Kota Medan adalah seperti berikut : 

 

Gambar 4.3 tingkat efektivitas pajak parkir 

Pada grafik di atas efektivitas pada tahun 2021 berada pada 48.41%, ini 

menunjukkan tingkat efektivitas paling rendah dari tahun tahun berikutnya, pada 

tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan mencapai 64.41%, 

memungkinkan adanya perbaikan sistem pada pengelolaan atau adanya 

peningkatan kepatuhan wajib pajak, namun belum mencapai target yang di tetapkan 

oleh pemerintah kota Medan, pada tahun 2023 tren positif terus berlanjut, sistem 

bekerja secara optimal yang menjadikan tingkat efektivitas pada tahun 2023 

menjadi 69.7% hampir 70%, namun lagi dan lagi belum mencapai target yang di 

tetapkan oleh pemerintah kota Medan pada tahun tersebut, dan pada tahun 2024 
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mengalami terjun bebas atau mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi 

37.23% hampir kembali pada posisi tahun 2021, hal ini perlu menjadi perhatian 

pemerintah, rata-rata tingkat efektivitas setiap tahunnya di 55.93% hal ini 

menunjukkan bahwa tidak efektif nya pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah 

kota Medan pada 4 tahun terakhir, hal ini harus di perahatikan oleh pemerintah, 

untuk memperbaiki kinerja staf pajak parkir yang di lapangan untuk lebih teliti agar 

parkir liar segera di atasi dan di masukkan ke sistem. 

4.2.3 Analisis Tingkat Kontribusi Pada Pajak Reklame  

 Kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah dihitung dengan membandingkan realisasi pernerimaan pajak reklame 

dengan realisasi pendapatan asli daerah, bertujuan untuk mengetahui kontribusi 

pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Medan, penulis 

menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut :  

Efektivitas =    QZn  x 100% 

                          QXn 

A. Tahun 2021 = 45.290.634.863 

                             1.906.512.189.047 

   =0.0237 x 100%  =2.37% (sangat kurang) 

B. Tahun 2022 = 77.633.894.478 

                             2.230.554.495.746 

   =0.0348 x 100%   =3.48% ( sangat kurang) 

C. Tahun 2023 = 90.981.956.972 

                            2.442.782.732.668 

   =0.0372 x 100%   =3.72% (sangat kurang) 
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D. Tahun 2024 = 100.826.998.995 

                             2.864.360.000.000 

   = 0.0352 x 100% =3.52% (sangat kurang) 

 

Rata-rata  =   Total Realisasi Pajak Daerah / n (4 tahun)  x 100% 

Total realisasi PAD / n (4 tahun) 

 Rata – rata   =     78.683.371.327 

                                 2.361.052.354.365,25 

 

 = 0.0333 x 100% = 3.33% (sangat kurang) 

 Setelah dilakukanny perhitungan seperti diatas, adapun kriteria kontribusi 

penerimaan pajak reklame di Kota Medan sebagai berikut 

Tabel 4.1  

Tingkat kontribusi pada pajak Reklame 

Tahun  

Pajak reklame (RP) 

Kontribusi (%) Kriteria 

Realisasi  Realisasi PAD 

2021 45.290.634.863 1.906.512.189.047 2.37% Sangat kurang  

2022 77.633.894.478 2.230.554.495.746 3.48% Sangat kurang 

2023 90.981.956.972 2.442.782.732.668 3.72% Sangat kurang 

2024 100.826.998.995 2.864.360.000.000 3.52% Sangat kurang 

Rata -rata  78.683.371.327 2.361.052.354.365,25 3.33% Sangat kurang 

 

Pada tahun 2021, realisasi pajak Reklame sebesar Rp 45.290.634.863 

dengan tingkat kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 2.37% 

dari total PAD sebesar RP 1.906.512.189.047. kontribusi ini tergolong masih sangat 

kurang , meskipun pajak reklame memiliki potensi yang besar dalam menyumbang 

PAD, namun realisasi dan kontribusi masih terbilang jauh dari kata yang optimal, 

pada tahun 2022 realisai pajak reklame meningkat cukup signifikan menjadi Rp 

77.633.894.478, dan kontribusinya terhadap PAD naik menjadi 3.48% dari total 
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PAD RP 2.230554.495.746, walaupun adanya peningkatan baik secara nominal 

maupun persentase, kontribusinya masih tergolong sangat kurang untuk 

memberikan dampak besar terhadap total pendapatan daerah, pada tahun 2023 

realisai pajak reklame sebesar Rp 90.981.956.972 dengan kontribusi terhadap PAD 

sebesar 3.72% dari total PAD Rp 2.442.782.732.668, meskipun realisai dan 

kontribusinya meningkat masih tergolong sangat kurang untuk memberikan 

dampak yang signifikan terhadap PAD,Pada tahun 2024 realisasai kembali 

mengalami peningkatan menjadi Rp 100.826.998.995 namun kontribusi terhadap 

PAD hanya sebesar 3.52% dari total PAD pada tahun 2024. Secara noiminal 

mengalami pertumbuhan, justru kontribusi nya mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya, dan kontribusi pada tahun 2024 dikatakan sangat kurang untuk 

memberikan dampak yang berarti pada PAD 

4.2.4 Analisis Tingkat Kontribusi Pada Pajak Parkir 

Kontribusi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah dihitung dengan membandingkan realisasi pernerimaan pajak parkirdengan 

realisasi pendapatan asli daerah, bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak 

parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Medan, penulis 

menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut :  

Efektivitas =    QXn  x 100% 

                          QZn 

A. Tahun 2021 =  14.703.493.625 

                             1.906.512.189.047 

   =0.0077 x 100%  =0.77% (sangat kurang) 

 

B. Tahun 2022 =   28.112.818.069 

                                    2.230.554.495.746 
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   =0.0126 x 100%  =1.26%  (sangat kurang) 

C. Tahun 2023 = 31.723.902.140 

                                  2.442.782.732.668    

 =0.0129 x 100%  =1.29%  (sangat kurang) 

D. Tahun 2024 = 18.800.454.021 

                                   2.864.360.000.000 

   =0.0065 x 100%  =0.65%  (sangat kurang) 

Rata-rata  =   Total Realisasi Pajak Daerah / n (4 tahun)  x 100% 

Total Target Pajak Daerah / n (4 tahun) 

 Rata – rata   =     23.335.166.963,75 

                                 2.361.052.354.365,25 

 

 = 0.0098 x 100% = 0.98% (sangat kurang) 

 Setelah dilakukanny perhitungan seperti diatas, adapun kriteria kontribusi 

penerimaan pajak reklame di Kota Medan sebagai berikut : 

Tabel 4.2  

Tingkat kontribusi pada pajak parkir  

Tahun  

Pajak parkir (RP) 

Kontribusi (%) Kriteria 

Realisasi  Realisasi PAD 

2021 14.703.493.625 1.906.512.189.047 0.77% Sangat kurang 

2022 28.112.818.069 2.230.554.495.746 1.26% Sangat kurang 

2023 31.723.902.140 2.442.782.732.668 1.29%   Sangat kurang 

2024 18.800.454.021 2.864.360.000.000 0.65%   Sangat kurang 

Rata -rata  23.335.166.963,75 2.361.052.354.365,25 0.98% Sangat kurang 

 

Dari table 4.2 di atas dapat di lihat bahwa realisasi pajak parkir pada tahun 

2021 hanya memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 0.77%, dengan angka 

0.77% kontribusi ini dikatakan sangat kurang, ini menunjukkan bahwasanya sektor 

parkir pada kota Medan masih belum dimanfaatkan dengan dengan optimal oleh 
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pemerintah kota Medan, Pada tahun 2022 realisasi mengalami kenaikan 2 kali lipat 

dari tahun sebelumnya, kontribusinya juga mengalami kenaikan, namun meski 

mengalami kenaikan dari sisi nominal dan persentase sebesar 1.26%, kontribusi nya 

masih dikatakan sangat kurang terhadap PAD, pada tahun 2023 realisai pajak parkir 

tetap melanjutkan tren meningkat dari tahun sebelumnya, namun kontribusi yang 

di berikan terhadap PAD hanya sebesar 1.29% sedikit meningkat dari tahun 2022, 

meskipun meningkat masih tergolong sangat kurang dampak nya terhadap PAD, 

sehingga memerlukan strategi untuk mendorong sektor parkir agar lebih produktif 

untuk wilayah kota Medan, pada tahun 2024 realisasi pajak parkir mengalami 

penurunan hampir 2 kali lipat dari tahun 2023, menjadi Rp 18.8000.454.021, dan 

kontribusi juga mengalami penurunan dan menjadi kontribusi terendah dari 4 tahun 

terakhir, penurunan dari sesi nominal dan persentase  kontribusi ini harus menjadi 

pusat perhatian pemerintah kota Medan, sehingga memperbaiki kinerja staf 

lapangan dan kantor. 

4.3 Pembahasan  

4.3.1 Tingkat Efektifitas Pajak Reklame  

 Berdasarkan analisis data yang telah di paparkan menunjukkan bahwa 

pencapain tingkat efektifitas pada pajak reklame dari tahun 2021 sampai tahun 2024 

tren menurun, namun rata-rata tingkat efektivitas pada pajak reklame terbilang 

cukup efektif, faktor penyebab yang membuat tingkat efektivitas pada pajak 

reklame dari 4 tahun terakhir tingkat efektifitas pajak reklame tidak pernah 

menyentuh di angka 50%  dan realisasi pada tahun 2023 dan 2024 tidak mencapai 

target yang sudah di tetapkan oleh badan pendapatan daerah kota Medan. 
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Dikarenakan adanya keterlambatan dalam membayar pajak reklame dan kemajuan 

teknologi semakin yang pesat sehingga banyak wajib pajak melakukan 

promosi/mengiklankan barang dagangan nya di platfom media sosial seperti 

facebool, shopee, tokopedia, Lazada, olx, WhatsApp, dan platfom media sosial 

lainnya. 

4.3.2 Tingkat Efektifitas Pajak Parkir 

Berdasarkan analisis data yang telah di paparkan menunjukkan bahwa 

pencapain tingkat efektifitas pada pajak parkir dari tahun 2021 sampai tahun 2023 

tingkat efektivitas pajak parkir mengalami tren positif atau terus meningkat namun 

belum mencapai target yang sudah di tetapkan oleh badan pendapatan daerah kota 

Medan, dan pada tahum 2024 realisasi pajak parkir menurun mencapai angka 

37.22% , tingkat efektivitas pada tahun 2024 menjadikan yang paling terendah 

dalam 4 tahun terakhir, sehingga rata-rata tingkat efektivitas pada pajak parkir 

hanya sebesar 55,93% terbilang tidak efektif, faktor penyebab yang membuat  

tingkat efektivitas pada pajak parkir pada 4 tahun terakhir tingkat efektivitas pajak 

parkir tidak ada yang menyentuh angka 100% atau mencapai target yang sudah di 

tetapkan oleh badan pendapatan daerah kota Medan. Dikarenakan adanya 

keterlambatan dalam membayar pajak parkir dan kemajuan teknologi semakin yang 

pesat sehingga banyak wajib pajak melakukan pembayaran parkir melalui scan 

barcode, tap in kartu e-money, membayar parkir tahunan.  

4.3.3 Tingkat Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Parkir  

 Berdasarkan analisis yang dipaparkan dalam penelitian ini, dapat diketahui 

bahwa secara keseluruhan pada tingkat kontribusi pada pajak reklame dan pajak 
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pakir masih terbilang sangat rendah sehingga rata-rata kontribusi pada pajak 

reklame pertahunnya hanya mencapai 2.37% - 3.52% dan pada pajak parkir hanya 

mencapai 0.77% - 2%, tergolong dalam kriteria sangat kurang tingkat kontribusi 

nya pada pendapatan asli daerah kota Medan, dan jauh dari target yang di tetapkan 

oleh pemerintah kota Medan. 

  Faktor yang menyebabkan kurangnya kontribusi pada pajak reklame 

terhadap  pendapatan asli daerah yaitu, pertama keterlambatan dalam membayar 

pajak reklame, dan yang kedua kemajuan teknologi semakin yang pesat sehingga 

banyak wajib pajak melakukan promosi/mengiklankan barang dagangan nya di 

platfom media sosial seperti facebool, shopee, tokopedia, Lazada, olx, WhatsApp, 

dan platfom media sosial lainnya. 

Faktor yang menyebabkan kurangnya kontribusi pada pajak parkir terhadap 

pendapatan asli daerah yaitu, adanya keterlambatan dalam membayar pajak parkir 

dan kemajuan teknologi semakin yang pesat sehingga banyak wajib pajak 

melakukan pembayaran parkir melalui scan barcode, tap in kartu e-money, dan 

membayar parkir tahunan  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN  

 Dari hasil penelitian yang di lakukan penulis, maka dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Tingkat efektivitas pada pajak reklame dimulai tahun 2021 hingga 2024 

terus mengalami penurunan sehingga membuat target target dan realisasi 

dalam penerimaan pajak reklame dalam tingkat efektivitas tergolong dalam 

3 kriteria dari sangat efektif sampai kurang efektif, ( 2021 dan 2022 sangat 

efektif, 2023 cukup efektif, dan 2024 tergolong kurang efektif ) pada tingkat 

ke efektivitasannya  

Tingkat efektivitas pada pajak parkir dimulai pada tahun 2021 sampai 2023 

terun mengalami tren positif atau meningkat setiap tahunnya namun belum 

mencapai tingkat efektivitas yang seharusnya karena belum mencapai 90% 

- 100%, pada tahun 2024 mengalami penurunan efektifitas pada pajak parkir 

yang mencapai 37.22%, sehingga membuat target dan realisasi penerimaan 

pajak parkir dalam tingkat efektifitasnya tergolong dalam 2 (dua) kriteria ( 

tahun 2021 dan 2024 tergolong tidak efektif, dan pada tahun 2022 dan 2023 

tergolong kurang efektif 

2. Tingkat kontribusi pajak reklame dan pajak parkir pada pendapatan asli 

daerah kota Medan sangat kurang, rata – rata dalam kurun waktu 2021-2024 

pajak reklame dan pajak parkir kontribusinya pada PAD hanya dibawah 

10%, salah satu penyebab keterlambatan dalam membayar pajak reklame, 
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3. dan yang kedua kemajuan teknologi semakin yang pesat sehingga banyak 

wajib pajak melakukan promosi/mengiklankan barang dagangan nya di 

platfom media sosial seperti facebool, shopee, tokopedia, Lazada, olx, 

WhatsApp, dan platfom media sosial lainnya., sehingga membuat realisasi 

pendapatan pada pajak reklame dan pajak parkir tidak mencapai 

target/sesuai target yang sudah di tetapkan oleh badan pendapatan daerah 

kota Medan 

4. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan 

pengawasan dan edukasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran 

dan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Diharapkan, dengan 

perbaikan dalam sistem pengelolaan pajak, potensi besar dari pajak reklame 

dan pajak parkir dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan 

PAD Kota Medan di masa depan. 

5.2 SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta berbagai kesimpulan 

yang telah penulis kemukakan diatas, maka sebagai bahan pertimbangan agar 

tujuan untuk memaksimalkan tingkat efektivitas,dan kontribusi paja pajak reklame 

dan pajak parkir, maka penulis memberikan saran  

1. Bagi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Perolehan pendapatan 

daerah khususnya pajak reklame dan pajak parkir secara nominal sudah 

cukup baik, akan tetapi kontribusi terhadap PAD masih kurang  

2. Pemerintah kota Medan sebaiknya terus meningkat kinerjanya, misalnya 

dengan :  
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a. Memberikan penyuluhan/edukasi kepada wajib pajak secara 

berkelanjutan khususnya tentang pajak reklame, parkir, air bawah 

tanah, pajak bumi dan bangunan, dan jenis pajak pada 

kabupaten/kita lannya  

b. Melakukan analisis secara rinci untuk pajak reklame dan parkir yang 

dapat memberikan gambaran pada penetuan untuk target yang di 

ambil pada tahun selanjutnya  

3. Bagi peneliti selanjutnya mohon diharapkan untuk  melakukan penelitian 

lebih teliti, spesifik dan lebih akurat, baik dari data yang diperoleh dan 

dokumentasi maupun dari variable judul yang akan diteliti 
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